Bab II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Hipotesis                                                      51                                                                                                                                                                                                                      



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,  HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka
Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian. 

2.1.1 Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi sebuah istilah dan gerakan yang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, GCG ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Di kalangan bisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan. Beberapa negara mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah.

2.1.1.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)
Salah satu upaya pemantauan dan pengendalian ini, menurut ariyoto dkk. (2000), dibutuhkan good governance dan GCG. Good corporate governance  sendiri merupakan kelanjutan dari teori agensi yang dalam tataran empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat penyelenggarakan perusahaan modern dimana terdapat ciri menonjol terpisahnya kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana dari para pesaham. Juga keterkaitan berbagai variabel turut mempersulit posisi teori agensi sebagai teori yang aplikasi.
Teori agensi merupakan satu pilar dalam theory of  finance, pilar lainnya adalah efficient market theory, portofolio theory, capital asset pricing theory, option pricing theory dan micro structure theory. Teory agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan Agent dengan principal atau principal dengan principal.
Teori agensi muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar modern sehingga teori perusahaan klasik tidak lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu. Pada teori perusahaan klasik, pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta, mengendalikan sendiri perusahaannya, mengambil keputusan demi kehidupan perusahaannya sehingga diharapkan adalah maksimum profit sebagai syarat mati untuk bisa bertahan hidup dan berkembang. Teori agensi menjawab dengan menggambarkan hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi, manakala pengelolaan perusahaan diserahkan kepada agent oleh pemegang saham (principal) dan bagaimana agent menggunakan dana pinjam dalam menjalankan usahanya. Konflik kepentingan akan terjadi baik antara agent (pengelola) dengan principal (pemegang saham) maupun antara principal (pemegang saham) dengan principal (pemberi pinjaman). Pengertian principal dalam teori agensi adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh welth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Salah satu tulisan pakar teori agensi yang merangkum keterkaitan antara teori agensi dengan corporate governance  di dalam perusahaan modern.
Governance diambil dari kata latin, yaitu governance yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi corporate governance yang artinya sebagai upaya mengarahkan (directing) dan mengendalikan (control) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan.
Ada beberapa definisi yang berkaitan dengan good corporate governance menurut Sheilefer dan Vishny di jelaskan bahwa good corporate governance sebagai bagian dari cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (return) yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.
Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.117/2002, adalah : 
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stokeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.
(2002)
Menurut Mas Achmad Daniri dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan Penerapan GCG” mengemukakan bahwa pengertian Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai berikut :
“Suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”.
(2005;8)

Sedangkan secara umum istilah good corporate governance (GCG) merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition). GCG berusaha menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.
Konsep GCG akhir-akhir ini sering dikaji dan dibahas baik itu oleh organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik dibanyak negara. 
Good Coporate Governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang serta memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang dan go public.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (sustainable) untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor dan masyarakat.

2.1.1.2 Prinsip dasar  Good Corporate Governance (GCG)
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu tansparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.
Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 prinsip Good Corporate Governance : 
“Merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat”.
(2002)
Menurut Ahmad Daniri dalam bukunya “Good Corporate Governance dalam konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia” Prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG)  :
A. Transparansi (Transparancy)
B. Akuntabilitas (accountability)
C. Responsibilitas (Responsibility)
D. Independensi (Independency)
E. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
(2005;9)



Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :
A. Transparansi (Transparancy)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
B. Akuntabilitas (accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
C. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.


D. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
E. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.1.1.3  Pihak Yang Berperan Dalam  Good Corporate Governance 
Pengelolaaan perusahaan (corporate governance) itu sendiri dapat didefinisikan secara luas dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara Manajer, Direktur, dan Pemegang Saham. Sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan good corporate governance.

Menurut YPPMI dalam bukunya “Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia” Struktur Umum Suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia, adalah :
A. Komite Audit
B. Komisaris
C. Direksi
(2002;23)
Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :
A. Komite Audit
Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Komite audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap fungsi pelaksanaan direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.
Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, indepedensi Komite Audit tidak dapat dipisahkan integritasnya. Hal ini perlu disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor.
B. Komisaris
Komisaris harus mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan. Komisaris Berdasarkan UU PT diharuskan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan hukum Komisaris ataupun RUPS diberi wewenang untuk menskors (memberhentikan sementara) anggota Direksi. Komisaris sama-sama dengan Direksi, harus menandatangani laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, turut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan yang karenanya menyebabkan kerugian kepada pihak manapun. Setiap anggota dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan UU PT, setiap kepentingan kepemilikan saham yang dipegang olehnya atau keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lainnya. Namun, pelaksanaan tanggung jawab Komisaris tersebut hingga kini dinilai sangat Langka  
C. Direksi
Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh UU PT untuk menjalankan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, tugas-tuganya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota secara pribadi bertanggungjawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. Direksi wajib mengadakan pembukaan perusahaan, mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS tahunan suatu laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan di samping mengadakan dan memelihara daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS. Seorang anggota Direksi juga harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan pasal 87 UU PT, setiap kepentingan pemegang saham yang dipegang olehnya atau oleh keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lain. Direksi berkewajiban mematuhi Pasal 34 UU Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan menyelenggarakan dan memelihara daftar.
Pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham para anggota Direksi dan Komisaris serta keluarga mereka didalam perusahaan tersebut dan atau di perusahaan-perusahaan lainnya berikut pencatatan tanggal saham-saham itu diperoleh atau dilepaskan. Direksi wajib menyediakan Daftar Pemegang Saham pada Kantor perusahaan. Menurut peraturan-peraturan yang berlaku suatu perusahaan yang terdaftar di bursa saham diharuskan untuk mengangkat seorang corporate secretary, dimana corporate secretary tersebut bertugas sebagai penghubung investor (investor relation office). Di samping itu, juga sedang diusulkan di mana corporate secretary juga bertindak sebagai petugas ketaatan (compliance officer) dan pemegang dokumen-dokumen perusahaan seperti Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus perusahaan, termasuk pula risalah rapat setiap RUPS. Salah seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai corporate secretary.
  
2.1.1.4 Korelasi Good Corporate Governance (GCG) dengan Kepentingan Stokeholder Perusahaan
 Stakeholder perusahaan adalah setiap pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat terkait atau berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Adalah para pemegang saham, karyawan, dan di manajer, supplier, rekanan bisnis, di masyarakat. Selain itu ada juga pemerintah, kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing.
Melalui kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan di kendalikan sedemikian rupa dengan penyikapan (Disclosure) sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi penerapan GCG di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan dan masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.
Menurut YPPMI dalam bukunya “Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia” Disclosure :
“Ketelitian dan ketepatan waktu perusahaan menyingkap kedudukan keuangan”
(2002;220)
Keadaan perusahaaan dan prospek-prospeknya, dan informasi non-keuangan lain, serta kemungkinan investor prospektif memperoleh informasi dengan tepat waktu dan corporate governance serta pedoman etika lainnya.

2.1.1.5 Korelasi Kepentingan Publik dengan Penerapan GCG 
Peran serta publik pada dunia usaha mendapat tempat didalam industri pasar modal, karena perusahaan-perusahaan yang telah go public mendapat dan dari masyarakat, walaupun pengendali perusahaan biasanya masih tetap dipegang oleh segelintir orang. Kepentingan masyarakat tetap merupakan bagian integral yang harus dipenuhi, mengingat mereka juga merupakan Stakeholder dari perusahaan.
Ada beberapa peranan yang dapat dilakukan masyarakat, menjadi pemegang saham perusahaan publik atau menjadi konsumen yang menggunakan produk barang dan jasa dari suatu perusahaan. Pada saat berbicara tentang keterlibatan masyarakat sebagai pemegang saham perusahaan publik, pembicaraan akan difokuskan pada kepentingan pemegang saham. Penerapan GCG yang harus diimplementasikan tidak jauh dari kebijakan corporate governance. kebijakan corporate governance diatur oleh struktur dengan pengaturan Direksi dan Komisaris yaitu kemampuan Komisaris secara independen untuk menilai kinerja manajemen dan membuat manajemen bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan para pihak pemegang kepentingan. 

2.1.1.6 Manfaat Good Corporate Governance (GCG)
Manfaat langsung yang dirasakan perusahaan dengan penerapan GCG adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain GCG adalah bukan saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.
Menurut Mas Achmad Daniri dalam bukunya “Konsep dan Penerapan GCG” manfaatnya :
“Diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian suatu negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju kearah yang lebih sehat, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh yang diikuti oleh pulihnya kepercayaan investor”
(2005;4)
 Corporate Governance (GCG) yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Perapan GCG yang memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Bagi perusahaan keuntungan yang dapat diperoleh dari GCG adalah:
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan terciptanya budaya kerja yang sehat.
2. Meminimalkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang oleh direksi (agency cost) dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
3. Meningkatkan investor dan pada akhirnya meningkatkan pula nilai saham perusahaan
4. Meningkatkan citra positif perusahaan sekaligus meminimalkan cost akibat tuntutan stakeholder kepada perusahaan.

2.1.1.7 Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Pada dasarnya GCG diterapkan pada dua sektor yaitu pasar modal dan BUMN. Sedangkan tujuan penerapan GCG pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4 adalah :
1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung-jawab, dan adil agar perusahaan memiliki budaya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN tethadap stokeholder maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian sosial.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi BUMN.
(2007;61)

Agar penerapan GCG di BUMN dapat berjalan dengan baik, maka dilingkungan manajemen perlu dilengkapi beberapa perangkat atau polis, antara lain perjanjian penunjukan Anggota Direksi. Apabila beberapa perangkat dilingkungan manajemen serta Dewan Komisaris telah dilengkapi maka diharapkan penerapan GCG di BUMN akan lebih lancar dan sukses. Dengan demikian penerapan GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan yang ada, dan memberikan value creation semua pihak yang terkait dengan perusahaan.

2.1.1.8 Implementasi Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

Pada dasarnya implementasi GCG telah diterapkan pada dua sektor yaitu pasar modal dan BUMN. Implementasi GCG pada sebuah perusahaan akan berdampak positif bagi kelangsungan perusahaan. Dampak positif tersebut antara lain dipercaya investor. Sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan merupakan jalinan keterkaitan antar stakeholder perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan strategi perusahaan.
Pada BUMN  implementasi GCG didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Mengenai :
“Pengembangan praktek Corporate Governance di lingkungan BUMN, keputusan tersebut dimaksudkan untuk mengelola tanggung jawab BUMN wajib memiliki Komite Audit (organ pembantu komisaris dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan) dan sekertaris perusahaan”.
(2002)

Aspek dalam implementasi GCG di BUMN adalah kewajaran untuk memiliki Statement Of  Corporate Intent (SCI). SCI pada dasarnya adalah komitmen manajemen perusahaan terhadap pemegang saham dalam bentuk suatu kontrak yang menekankan pada strategi dan upaya manajemen dan didukung dengan Dewan Komisaris dalam mengelola perusahaan. Terkait dengan SCI, direksi diwajibkan menandatangani Appointment Agreement (AA) yang merupakan komitmen Direksi untuk memenuhi fungsi-fungsi dan kewajiban yang diembannya. Indikator kinerja Direksi terlihat dalam bentuk reward dan fanishment system. Pemerintah selanjutnya menunjukan komitmennya dalam implementasi GCG dengan meratifikasi Undang-undang BUMN yang baru yang didalamnya terkandung klausal-klausal yang mencerminkan penerapan  GCG.
Menurut YPPMI Institute dan FCGI dalam bukunya “Good Corporate Governance Konsep dan Implementasi Perusahaan PubliK dan Korporasi Indonesia” Penilaian Implementasi GCG :
1. Hak Pemegang saham
2. Kebijakan Corporate Governance
3. Praktek Corporate Governance
4. Pengungkapan (Disclosure)
5. Audit
(2002;215)
Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Hak Pemegang Saham 
Hak dan kewajiban pemegang saham, efektifitas perusahaan dalam melindungi hak-hak semua pemegang saham, agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar yang ditetapkan oleh perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kebijakan Corporate Governance
Struktur dan pengaturan Direksi dan Komisaris. Kemampuan Komisaris secara independen untuk menilai kinerja manajemen dan membuat manajemen bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan para pihak pemegang kepentingan (Stakeholder).
3. Praktek Corporate Governance
Praktek penerapan GCG di BUMN merupakan sistem pengelolaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran. Dalam prakteknya prinsip-prinsip GCG yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan  pedoman GCG yang akan dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip GCG yang baik yang akan dijalankan perusahaan.


4. Penyingkapan ( Disclosure) 
Terhadap kebijakan dan Praktek-praktek tertentu Disclosure : ketelitian dan ketepatan waktu perusahaan menyingkap kedudukan keuangan. Keadaan perusahaan dan prospek-prospeknya, dan informasi non-keuangan lain, serta kemungkinan investor prospektif memperoleh informasi tersebut. Penyingkapan informasi non-keuangan meliputi susunan kepemilikan perusahaan, corporate governance dan pedoman etika lainnya, yang seharusnya diketahui umum.
5. Audit
Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud di sini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan, istilah audit dikenal dengan nama auditing.
Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Auditing”, Audit adalah sebagai berikut:
“Proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.
(2002;9)

Implementasi GCG baik itu oleh organisasi publik maupun oleh organisasi bisnis diyakini akan mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan terdapatnya landasan yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan dengan baik, efisien, dan menguntungkan. Secara garis besar esensi dari implementasi GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan dan terdapatnya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder.
 Corporate Governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya pratek good governance merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi. Dengan adanya implementasi GCG dapat meningkatkan kontribusi dalam perekonomian sosial.

2.1.2 Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. 

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan
Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan ringkasan dari peristiwa-peristiwa dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari kejadian tersebut. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa, laporan akhirpun disajikan dalam nilai uang.
.
Dalam hal ini adapun beberapa pengertian mengenai laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
Menurut Kusnadi dalam bukunya “Akuntansi keuangan Intermediate” mendefinisikan laporan keuangan :
“Suatu daftar keuangan yang dibuat pada akhir periode yang berasal dari catatan aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal”.
(2002;2)
Sedangkan menurut Munawir dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” mendefinisikan laporan keuangan :
“Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan modal dimana neraca menunjukan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukan sumber-sumber penggunaan dana atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan modal”. 
(2002;5)
Dengan melihat beberapa pengertian laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan tentang posisi keuangan, tentang hasil operasi perusahaan, dan tentang perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan dimana nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai.
Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan atas laporan keuangan perusahaannya terutama untuk perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan, karena dalam laporan tersebut pemilik akan dapat menilai sukses tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

2.1.2.2 Fungsi Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang disusun perusahaan memilki kemampuan liquiditas, sehingga dapat digunakan pemakai informasi intern (pihak dalam) maupun ekstern (pihak luar) perusahaan. 
Menurut Susan Irawati dalam bukunya “Akuntansi Dasar 1 & 2”, Fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut :
“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi financial sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan”.
(2008;145)

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan
Dalam UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) jelas bahwa laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggung-jawaban pengelolaan perusahaan oleh pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris). Sebagai alat pertanggung-jawaban, laporan keuangan wajib disampaikan kepada para pemilik. Namun dengan semakin besar keterlibatan pihak lain, maka laporan keuangan menjadi bagian penting kepada pihak lain.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan.
2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
3. Merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen.
(2007;3)
Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan perusahaan.

2.1.2.4  Pemakai Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Menurut Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa:
“Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda”.
(2004;9)

Para pemakai laporan keuangan menggunakan informasi laporan keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda. Beberapa kebutuhan tersebut meliputi: 
1. Investor
Investor membutuhkan informasi untuk membantu menemukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Para pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.
2. Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi laporan keuangan yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas  jasa, manfaat pensiun, kesempatan kerja, stabilitas dan profitabilitas perusahaan.
3. Pemberi Pinjaman
Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan Kreditor Usaha Lainnya
Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kredit usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.
5. Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan.
6. Pemerintah
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat
Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.




2.1.2.5  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
 Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat Informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam mengambil keputusan.
Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan antara lain : dapat dipahami, relevan, handal dan juga dapat diperbandingkan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat Informasi dalam laporan keuangan.
Menurut Ihyaul Ulum dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” karakteristik laporan keuangan adalah :
“Ukuran-ukuran normatif  yang perlu diwujudkan dalam Informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.
 (2004;185) 
Menurut IAI dalam bukunya “Standar Akuntansi Keuangan”  karakteristik laporan keuangan terdiri dari empat:
1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan 
4. Dapat diperbandingkan
(2007;5) 

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :
1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar, namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dalam mempertimbangkan relevansi dari pada informasi yang bertujuan umum, perhatian difokuskan pada kebutuhan umum pemakai, dan bukan kebutuhan khusus piihak-pihak tertentu, dengan demikian, suatu informasi mungkin mempunyai tingkat relevansi yang tinggi untuk kegunaan khusus tertentu, sementara kecil sekali relevansinya bagi kegunaan yang lain. 

3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  
Keandalan informasi dipengaruhi oleh :
a. Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Terdapat risiko penyajian yang timbul tanpa disengaja, tetapi karena kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa yang dilaporkan, atau dalam menyusun dan menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut.
b. Substansi Mengungguli Bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum. 
c. Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
d. Pertimbangan Sehat
Ketidakpastian yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
e. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan arena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
4. Dapat diperbandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.
Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.
Berhubung pengguna ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi kuangan antar periode, maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

2.1.2.6  Jenis-Jenis Laporan Keuangan
 Pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). PABU adalah suatu kebiasaan atau aturan yang baik untuk melaporkan laporan keuangan. PABU berfungsi juga sebagai aturan minimum yang harus dipatuhi ketika membuat laporan keuangan.
Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya “Intermedite Accounting” susunan laporan Keuangan terdiri dari : 
1. Neraca 
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Modal
(2004;19)
Urain mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :
1. Neraca
Neraca adalah laporan yang menunjukan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu, keadaan keuangan ini ditunjukan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva. Dalam neraca terdapat aktiva, utang, dan modal.
2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laba rugi juga sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam periode tertentu.
3. Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari Kas dari atau untuk kegiatan operasional, kas dari atau untuk kegiatan investasi, kas dari atau kegiatan pendanaan.

4. Laporan Perubahan Modal

Disamping penyususnan neraca dan rugi laba, pada akhir periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang menunjukan sebab-sebab perubahan modal perusahaan. Perusahaan dengan bentuk perseroan, perubahan modalnya ditujukan di dalam laporan tidak dibagi (retained earning).

2.1.2.7  Sifat Laporan Keuangan
Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan atau dengan kata lain laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, disusun oleh manajemen dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan tentang perkembangan secara periodik, dan berkenan dengan status investasi di dalam perusahaan sebagai hasil usahanya selama periode akuntansi yang bersangkutan. Laporan keuangan itu merupakan suatu kombinasi dari :
1. Kejadian-kejadian atau fakta yang dicatat
2. Konsep dasar dan konvensi-konvensi yang dipakai didalam akuntansi
3. Pendapat-pendapat atau pertimbangan-pertimbangan pribadi (manajemen)

2.1.3  Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas ini dalam tujuan kualitatif, agar dapat berguna informasi itu harus mempunyai dua sifat utama yaitu relevan dan dapat dipercaya.
Menurut Yamit 2002 yang dikutip oleh Lena Elitan dan Lina Anatan dalam bukunya “Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Praktis” kualitas merupakan :
“Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”.
(2007;44)
Dari pengertian diatas kualitas yang dimaksud kondisi dinamis dalam laporan keuangan yang dapat memenuhi keinginan stakeholder.
Keuangan Manajemen mempunyai sejumlah kebijakan dalam keseluruhan kerangka prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akibatnya manajemen memiliki kemungkinan untuk “memanipulasi” laba-rugi dan akun-akun yang lain dalam laporan keuangan. 
Menurut Menurut Lyn M.Fraser dan Alieen Ormiston dalam bukunya “Memahami Laporan Keuangan” yang dialih bahasakan oleh Sam Setyautama, mengemukakan bahwa Kualitas Laporan Keuangan :
“Idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data financial, dan semakin mendekati kebenaran”.
(2004;27)
 semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan itu. Ada banyak kemungkinan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan, salah satunya dengan prinsip.

2.1.4 	Hubungan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dengan Kualitas Laporan Keuangan
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa. Penerapan GCG dapat diterapkan dalam perusahaan yaitu dengan kebijakan Corporate Governance, Praktik-praktik Corporate Governance, Pengungkapan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan audit yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan dan tepat waktu. indepedensi serta kesetaraan dan kewajaran. Penerapan GCG mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Menurut YPPMI & SC yang dikutip oleh Akadun dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Perusahaan Negara” menyatakan bahwa :
“Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu fairness, transparency, accountability dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan GCG secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan”.
(2007;146)
Dengan adanya kebijakan, praktik-praktik Corporate Governance, pengungkapan yang mengedepankan prinsip GCG dan audit dapat meningkatkan Kualitas Laporan keuangan.

2.2 Karangka Pemikiran

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua stakeholders menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparasi mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau GCG dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan menfaat bagi para stakeholder.
Dengan menerapkan GCG, masyarakat dan stakeholder akan memberikan penilaian apakah insentif atau penalty. Insentif berupa “trust” sedangkan penalty berupa rusaknya image atau reputasi perusahaan akan kualitas penerapan GCG.   Terkait dengan penilaian tersebut yang tentunya sangat menentukan laporan keuangan, dan berharap peran yang lebih besar dari profesi akuntansi secara umum dan internal auditor khususnya. Ditengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor terkait dengan berbagai kasus manipulasi dan kolusi, maka internal auditor harus melakukan perubahan midset dan keluar dari kemapanan melalui peningkatan peran yang lebih besar dalam penegakan governance.
Menurut Indra Surya dalam buku Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha yang mengutip pengertian dari Price Waterhouse Coopers adalah sebagai berikut:
“Good Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusasn yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholder”.
(2006:25)

Sejak diperkenalkan oleh Organization For Economic Co Operation and Development (OECD), prinsip-prinsip corporate governance  berikut ini telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun secara universal sehingga dapat berlaku bagi semua negara atau perusahaan dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau tata nilai yang berlaku di negara masing-masing. 
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Penerapan GCG seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan menilai implementasi GCG.
Menurut YPPMI Institute dan FCGI dalam bukunya “Good Corporate Governance Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia” Penilaian Implementasi GCG :
1. Kebijakan Corporate Governance
2. Praktek Corporate Governance
3. Pengungkapan (Disclosur)
4. Audit
(2002;215)
Menurut Sedarmayati dalam bukunya yang berjudul Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) mengemukakan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-117/117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance diutarakan bahwa Prinsip Good Corporate Governance meliputi:
1. Transparency (Keterbukaan)
2. Accountability (Akuntabilitas)
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
4. Independency (Kemandirian)
5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)
(2007;57)
Salah satu informasi penting yang perlu disediakan oleh perusahaan  atau informasi laporan keuangan. Ini sangat berguna bukan hanya untuk manajer, yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan keuangan perusahan dalam satu periode, tetapi juga berguna bagi para investor dan stakeholder lainnya untuk melihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 
Karena Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa, laporan akhirpun disajikan dalam nilai uang. Transaksi yang tidak dapat dicatat dengan nilai uang, tidak akan terlihat dalam laporan keuangan. Karena itu hal-hal yang belum terjadi dan masih berupa potensi, tidak tercatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan merupakan informasi historis, tetapi guna melengkapi analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan. Informasi kualitatif dan informasi-informasi yang lain yang sejenis perlu ditambahkan.
Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya “Intermediate Accounting” laporan keuangan adalah sebagai berikut :
“Ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan” . 
(2004;17)
Melalui laporan keuangan secara periodik dilaporkan mengenai informasi penting mengenai suatu perusahaan yang berupa :
1. Informasi mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Info mengenai perubahan-perubahan dalam sumber-sumber ekonomi netto atau kekayaan bersih (modal = aktiva–kewajiban), yang timbul dari aktivitas-aktivitas usaha perusahaan dalam rangka memperoleh laba,
3. Informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membuat estimasi (perkiraan) tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
4. Informasi mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban yang disebabkan oleh aktivitas pembelanjaan dan investasi.
5. Informasi penting lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan seperti halnya kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan.


Adapun pokok tujuan kualitatif dari suatu laporan keuangan yaitu :
Relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat diperbandingkan dan lengkap.
Menurut IAI yang dikutip oleh Zaki Baridwan dalam bukunya “Intermedite Accounting” karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari empat :
1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Kehandal 
4. Dapat diperbandingkan
(2004;5)
Dengan diterapkannya GCG seharusnya mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Menurut Vafeas 2000 yang dikutip oleh Hamonangan Siallagan dan Mas’ud Machfoedz dalam “Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang”, menyatakan :
“GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas laba yang diperoleh”.
(2006;5) 
Meskipun dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa good corporate governance adalah mampu meningkatkan kinerja keuangan beserta konteksnya, namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang kemukakan oleh “Susiana dan Arceen Herawati” dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan ” mengemukakan bahwa: Penelitian tahun 2000 dan 2001 untuk pengujian Hipotesis kedua menunjukan mekanisme corporate governance yang diukur dengan keberadaan Komite Audit dalam perusahaan, keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan, persentase saham yang dimiliki oleh institusi, serta persentase saham yang dimilki oleh manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh “Dedi” Dalam penelitian yang berjudul “Peranan Good Corporate Governance dalam menunjang kualitas laporan keuangan pada Bank BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Kuningan” mengemukakan bahwa : GCG mempunyai peranan yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 46,6% .Tetapi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya perbedaan yang terlihat dari indikator GCG dan perusahaan yang diteliti.
Penelitian selanjutnya oleh “Simposium Nasional Akuntansi 9 (Unhas Makasar 23-26 agustus 2006)” yang berjudul “Mekanisme Corporate Governance, Kualitas  Laba” mengemukakan bahwa : Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, dengan sampel 74 perusahaan dengan menggunakan alpha 5%, menyatakan bahwa GCG mempengaruhi kualitas laba dan secara positif berpengaruh tehadap nilai perusahaan dan GCG secara statistik berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengaruh tekanan waktu yang ketat dan singkat terhadap Implementasi Corporate Governance, dalam tabel 2.1.
Tabel 2.1
Penelitian & Referensi yang berkaitan dengan
Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance tehadap kualitas laporan keuangan
	Penulis / judul
	Hasil Penelitian 

	Penulis : Susiana dan Arceen Herawati” 
Judul: Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan 
	Hasil penilitian menunjukan bahwa Corporate Governance berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

	Penulis : Dedi (21103021) UNIKOM
 Judul : Peranan Good Corporate Governance   dalam menunjang Kualitas laporan keuangan pada Bank BNI (Persero) TBK Kantor Cabang Kuningan
	Penerapan GCG yang dilakukan dengan baik mempunyai peranan dalam menunjang kualitas laporan keuangan. Diketahui GCG mempunyai peranan yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya perbedaan yang terlihat dari indikator GCG dan perusahaan yang diteliti. 

	Peneliti : Simposium Nasional Akuntansi 9
(Unhas Makasar 23-26 agustus 2006) 
Judul : Mekanisme Corporate Governance, Kualitas  Laba dan Nilai Perusahaan
	Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, dengan sampel 74 perusahaan dengan menggunakan alpha 5%, menyatakan bahwa GCG mempengaruhi kualitas laba dan kualitas laba secara positif berpengaruh tehadap nilai perusahaan dan GCG secara statistik berpengaruh terhadap nilai perusahaan.



Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa terdapat hubungan antara penerapan good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan.
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :
 (
Variabel  
X
Good Corporate Governance 
(GCG)
) (
Variabel  
Y
Kualitas Laporan Keuangan
)



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian



2.3	Hipotesis
Dalam hipotesis penelitian, yaitu merupakan dugaan sementara namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya. Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya hubungan penerapan good corporate governance dengan kualitas laporan keuangan pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” mengemukakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:
“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”. 
(2007;93)
Berdasarkan uraian diatas peneliti hipotesis penelitian ini ada penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.


